
SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 7 O I PP.o4.2-Kpt / 321 8/ Kab/VIU 2o2o

TENTANG

PEMBERHENTIAN SDR. HENDRIANA SEBAGAI PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a.

b.

c

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 60.9/PP.O4.2-

Kpt/ 3218 /l<ab lVll /2O2O tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pangandaran

Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2O2O, Sdr. Hendriana adalah Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih di TPS 9 Desa Sidomulyo Kecamatan

Pangandaran;

bahwa Sdr. Hendriana dinyatakan berhalangan tetap

karena mengundurkan diri sebagai Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih di TPS 9 Desa Sidomulyo Kecamatan

Pangandaran pada tanggal 22 Juli2O2O;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OlS tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen pemilihan

KabupatenfKota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan . . .
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Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota, yang menyatakan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih diangkat dan diberhentikan

dengan Kepuhrsan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota;

d. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum

Nomor 487 /PP.O4.2-SD /O1IKPU/VI l2O2O Perihal :

Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.O2-

SD/01 ll<PU |W/2O2O dan Arahan Pembentukan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan

Serentak Tahun 2O2O tanggal 24 Juni 2O2O, yang

menyatakan dalam hal PPDP berhalangan tetap dan tidak

dapat melaksanakan tugasnya setelah ditetapkan oleh

KPU Kabupaten/Kota, PPDP dimaksud digantikan oleh

PPS di wilayah kerjanya sampai akhir masa tugas PPDP;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, hunrf b, hurrf c, dan hunrf d, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran. tentang Pemberhentian Sdr.

Hendriana sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

Mengingat 1.

2.

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangand ara:r di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9$;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor I Tatrun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65121;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

Perahrran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Of5 Nomor 818) sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemffian Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

4

dan
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dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor A98l;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2Ol7

tentang Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2OL9 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2 Tatrun 2OL7 tentang Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 16761;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OI9 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tatrun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tatrapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2A

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Viru,s Dberzse 2Ol9 (COWD-L9\

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

716);

8.Keputusan...
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8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.O6.4-

Kpt/O3/KPU /I[/2O2O tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutaktriran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 169 /PP.O4.2-

KpI/O3/KPV /Il/2O20 tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-

Kpt/O3/KPU llll2020 tentang Pedoman Teknis

Pembenttrkan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.O2-

Kpt/01 IKPU lVll2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandararl Nomor 36 lPL.O2-Kptl 3218/Kab/VI I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

1 1. Keputtrsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 6O.9|PP.O4.2-

Kpt/ 3218 /Kab /WI I 2O2O tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pangandaran

Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

Memperhatikan
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Memperhatikan: Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 /PP.O4.2-

SD/O1/KPU/VL/2O2O Perihal : Pencabutan Surat KPU Nomor

485/PP.04.02-SD/ Or ll<PV lVll2O2O dan Arahan

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

dalam Pemilihan Serentak Tahun 2O2O tanggal 24 Juni 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PEMBERHENTIAN SDR.

HENDRIANA SEBAGAI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN

PANGANDARAN DAI.AM PEIiTYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Memberhentikan Sdr. Hendriana sebagai Petugas

pemutakhiran Data Pemilih di TPS 9 Desa Sidomulyo

Kecamatan Pasgandafan Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O.

Pettrgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU digantikan oleh Panitia Pemungutan

suara di wilayah kerjanya sampai akhir masa tugas Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan-

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 25 Juli 2O2O

KAB

Salinan sesuai dengan aslinYa
SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

Bagian Hukum,

ttd

'.{

a
MUHTADIN

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :
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